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1. 1 Latar Belakang 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten.tang Keuangan Negara 
dan Undang-Undang Nom01: 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa penyusunan 
Rancangan Anggaran Pendapatan. dan Belanja Negara (RAPBN) berpedornan 
kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan memperhitungkan 
ketersediaan anggaran. Pemerintah merientukan prioritas pembangunan 
beserta kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam dokumen RKP. 
I-Iasil yang diharapkan adalah hasil secara nasional (national outcomes} 
sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. RKP merupakan dokumen perencanaan tahunan clan 
merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN) yang memuat prioritas pembangunan, · rancangan 
kerangka ekonomi makro, program Kernenterian Negara/Lembaga (K/L), 
lintas K/L, clan kewilayahan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka 
pendanaan yang bersifat indikatif. RKP kemuclian dijabarkan lebih lanjut ke 
dalam Rencana Kerja Kementerian /Lembaga (Renja-K/L). Untuk 
selanjutnya Renja-K/L dijabarkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran 
Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) berdasarkan pagu anggaran. 

Penyusunan RKA-K/L merupakan bagian dari perencanaan 
pcngariggar an. Permasalahan dalam perencanaan penganggaran antara lain 
RKA-K/ L belum disusun dengan baik · clan tepat sesuai dengan 
kaidah-kaidah penganggaran, sehingga periuangan informasi dalam 
dokumen RKA-K/L kerap kali tidak terukur. Disamping itu, aclanya kenclala 
atas dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang belum siap 
untuk dilaksanakan awal tahun anggaran clirencanakan (Januari) 
meskipun DIPA K/L sudah ditetapkan saat sebelum tahun anggaran 
(Desember). Adanya perencanaan penganggru·ru1 belanja yang belurn optimal 
juga berdampak kepada penyerapan anggaran yang tidak maksimal dan 
cenderung terjadi penyerapan pada akhir tahun, kualitas belanja Negara 
masih belum optimal dalam mendukung sasaran pembangunan 
(peningkatan pertumbuhan, serta pengurangan pengangguran . dan 
kerniskirian], kebijakan fiskal (APBN) menjadi tidak dapat maksimal dalam 
memacu pembangunan. Oleh karena itu, dalam proses perencanaan 
penganggaran dituntut untuk' menghasilkan RKA-K/L yang berkualitas clan 
sesuai dengan kaidah-kaidah penganggaran. 

Sesuai dengan arahan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 
lokakarya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian 
Negara/Lembaga (APIP K/L) tanggal 22 Februari 2012, bahwa APIP K/L 
tidak Iranya terkait dengan masalah ex post tetapi juga dih arapkan dapat 
mendukung kinerja dari instansi. Dengan demikian, APIP K/L harus sudah 
rrrulai berperan sejak tahap perencanaan penga.nggaran. Peran ini semakin 
diperkuat dengan adanya Surat Eda.ran Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2012 ten tang Peningkatan 
Pengawasan dalam rangka Penghematan Penggunaan Belanja Barang clan 

1. PENDAI-IULUAN 

PEDOMAN REVIU RKA-K/L OLEH APIP K/L 
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Ruang lingkup reviu RKA-K/L oleh A.PIP K/L adalah pengujian atas 
penyusunan clokumen rencana keuangan yang bersifat tahunan berupa 
RKA-K/L unit eselon I dan dokumen pendukungnya. Ruang lingkup reviu 
RKA-K/L mericakup pengujian terbatas atas dokurnen sumber, namun 
tidak mencakup pengujian atas sistem pengendalian intern yang biasanya 
dilaksanakan clalam suatu audit. 

1.4 Ruang Lingkup, Sasaran, clan Waktu Pelaksanaan Reviu RKA-K/L 

Tujuan reviu RKA-K/L oleh APIP K/L adalah untuk mernberi 
keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, clan keabsahan, bahwa 
infonnasi clalam RKA-K/L sesuai dengan RKP, Renja-K/L, Pagu Anggaran, 
'dan kesesuaian dengan staridar biaya serta kaidah-kaidah penganggaran 
lainnya, .serta telah dilengkapi dengan dokumen pendukung RKA-K/L. 
Untuk mencapai tujuan tersebut, maka apabila reviu menemukan 
kelerriahan dan/atau kesalahan dalam penyusunan RKA-K/L, maka pereviu 
berkewajiban untuk menyampaikan .kepada unit penyusun anggaran untuk 
segera dilakukan perbaikan/ penyesuaian. Dengan demikian, secara garis 
besar dapat dikatakan bahwa adanya keterlibatan APIP K/L dalam meneliti 
RKA-K/L adalah untuk meningkatkan kualitas perencanaan K/L clan 
menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah penganggaran sebagai 
quality assurance. 

1.3 Tujuan Reviu RKA-K/L, 

Reviu RKA-K/L adalah penelaahan atas penyusunan dokumen 
rencana keuangan yang bersifat tahurian berupa RKA-K/L oleh auditor 
A.PIP K/L yang kompeten clan tergabung dalam Tim Reviu RKA K/L, untuk 
memberikan keyakinan terbatas bahwa RKA-K/L telah disusun 
berdasarkan RKP, Renja-K/L clan Pagu Anggaran serta kelayakan anggaran 
terhadap sasaran kinerja yang direncanakan, dalam upaya membantu 
menteri/pimpinan lembaga un.tuk menghasilkan RKA-KL yang berkualitas. 

1. 2 Definisi 
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Belanja Pegawai di Lingkungan Aparatur Negara, antara lain menyatakan 
bahwa Pimpinan Instansi memberi tugas APIP K/L untuk rnelakukan 
peningkatan pengawasan dalam rangka penyusunan rencana kerja 
anggaran. Di samping itu, Menteri Keuangan mendukung inisiatif reviu 
RKA-K/L oleh A.PIP K/L sebelum RKA-K/L disahkan, sesuai dengan surat 
Menteri Keuangan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara clan 
Refonnasi Birokrasi Nomor S-453/MK.02/2013 tanggal 5 Juli 2013. 

Seiring hal tersebut di atas, dalam proses perencanaan 
penganggaran, akan semakin dipertegas pernisahan tugas clan peran antara 
Menteri Keuangan sebagai Chief Financial Officer (CFO) clan K/L sebagai 
Chief Operational Officer (COO). Dengan demikian, dapat disimpulkan 
bahwa adanya peran A.PIP K/L dalam proses perencanaan penganggaran 
adalah untuk mendorong K/L guna meningkatkan kualitas perencanaan 
penganggaran melalui pelaksanaan reviu RKA-K/L dan menjamin 
kepatuhan terhadap kaidah-kaidah penganggaran sebagai 
quality assurance. 

Ml~f\lTl.::HI l\E:ll/\l\lCi/\1\I 
l·lEF'UI 1UI( IJ\IUONl~::;1/\ 



I 

Referensi peraturan yang digunakan dalam pelaksanaan reviu 
RKA-K/L adalah semua peraturan yang terkait derigan pengelolaan 
keuangan Negara pada tahap perencanaan clan penganggaran, antara lain 
meliputi: 
a. Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 
b. Undang-Undang Nomor.I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 
c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pem bangunan Nasional; 
d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2006 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah; 
e. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 · tentang Tata Cara 

Pengadaan Dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri Oleh Pemerintah; 
f. Peraturan Pemerintah Nomor · 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan 

Rencana Kerja Dan Angaran Kementerian Negara/Lembaga; 
g. Peraturan Pernerintah Nomor 10 Tahun 2011 teritang Tata Cara 

Pengaclaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah; 
h. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengaclaan 

Barang/-Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012; 

1. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja 
Pemerintah Tahun 2014; 

J. Per'atur-an Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 ten.tang Bagan 
Akun Standar; 

k. Peraturan Menteri Pekerjaan Urrrum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang 
Pedoman Teknis Pernbangunan Bangunan Gedung Negara, . 

l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.02/2011 tentang Tata 
Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun .Jamak (Multi Years 
Contract) Dalam Pengadaan Barang/.Jasa Pemerintah; 
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Sasaran reviu RKA-K/L oleh APIP K/L adalah menteri /pimpinari 

Iernbaga mernperoleh keyakinan bahwa penyusunan dokumen perencanaan 
keuangan yang beraifat tahurian berupa RKA-K/L unit eselon I dan data 
pendukung telah disusun berdasarkan RKP, Renja-K/L, clan Pagu Anggaran 
serta kelayakan anggaran terhadap sasaran kinerja yang direncanakan. 

Reviu RKA-K/L oleh APIP K/L clilaksanakan pada saat penyusunan 
RKA-K/L oleh K/L setelah ditetapkannya pagu anggaran K/L [bulan Juli), 
dan penyesuaian RKA-K/L oleh K/L setelah diperolehnya alokasi anggaran 
K/L (bulan. Oktober). 

Pada prinsipnya, pelaksanaan reviu RKA-K/L oleh APIP K/L ticlak 
menambah layer proses perencanaan dan penganggaran. Untuk itu, reviu 
RKA-K/L dilaksanakan secara paralel bersamaan dengan pernbahasan 
RKA-K/L antara unit eselon I dan Sekretariat Jenderal/Sekretariat 
Utama/Sekretariat c.q. Biro Perencanaan K/L. Hal ini perlu dilakukan agar 
pelaksanaan reviu RKA-K/L dapat berjalan dengan efesien clan efektif 
mengingat keterbatasan waktu penyampaian RKA-K/L kepada Kernenterian 
Keuangan c.q. Direktorat Jencleral Anggaran. 

1.5 Refererisi Peraturan Pelaksanaan Reviu RKA-K/L 
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f. memahami proses bisnis atau tugas clan fungsi unit yang diteliti; 
g. menguasai teknik komunikasi; clan 
h. memahami analisis basis data. 

pemerintah barang/jasa 
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111. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 ten.tang 

Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Renca.na Kerja Dan 
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; 

n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor l 13/PMI<:.05/2012 tentang 
Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan 
Pegawai Tidak Tetap; 

o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 ten.tang Pedornan 
Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, Dan Indeksasi Dalam 
Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran. Kementerian 
Negara/Lembaga; 

p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 ten.tang Stanclar 
Bia.ya Masukan Tahun Anggaran 2014; 

q. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2013 tentang Petunjuk 
Penyusunan Dan Pene1aahan Ren.can.a Kerja Dan Angga.ran Kementerian 
Negara/ Lem baga; 

r. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.02/2013 ten.tang Standar 
Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2014; 

s. Keputu san Menteri Keuangan Nomor 258/KMK.02/2013 tentang 
Penetapan Pagu Anggaran Kernenterian Negara/Lembaga Dan Langkah- 
Langkah Penyelesaian Rencana Kerja Anggaran Kernenterian 
Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah 
clengan Keputu san Menteri Keuangan Nomor 266/KMK.02/2013; 

1.6 Obyektivitas dan Kompetensi Tim Reviu RKA-K/L 

Reviu RKA-K/L dilaksanakan oleh auditor APIP K/L yang kompeten 
dan tergabung dalam Tim Reviu RKA-K/L dari maaing-masing APIP K/L. 
Tim Reviu RKA-K/L harus cbyektif dalam melaksanakan kegiatan reviu 
RKA-K/L. Prinsip obyektivitas mensyaratkan agar Tim Reviu RKA-K/L 
melaksanakan reviu terhadap RKA-K/L dengan jujur dan tidak 
rnengkompromikan kualitas RKA-K/L. Tim Reviu RKA-K/L harus membu at 
penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan clan tidak dipengaruhi 
oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan. 

Untuk mendukung clan menjamin efektivitas reviu atas RKA-K/L, 
perlu dipertimbangkan kompetensi Tim Reviu RKA-K/L yang akan 
ditugaskan. Sesuai dengan tujuan reviu RKA-K/L, maka Tim Reviu 
RKA-K/L secara kolektif seharusnya memenuhi kompetensi sebagai berikut: 

a. memahami Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 
b. memahami tata cara penyusunan RKA-K/L; 
c. memahami bagan akun standar; 
d. memahami perencanaan pengadaan 

di lingkungan K/L; 
e. rnemalrarni penyusunan SIMAK-BMN; 
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2.2 Tahap Perencanaan Reviu RKA-K/L 

2.2.1 Hal-hal Yang Harus Dipersiapkan 
Sebelum melaksanakan reviu RKA-K/L, beberapa hal yang perlu 

dipersiapkan dan dipahami oleh APIP K/L adalah sebagai berikut: 
a. ·A.PIP K/L mempersiapkan instrumen-instrumen yang akan 

digunakan dalam melakukan reviu RKA.-K/L antara lain clokumen 
RKP, Renja-K/L, standar biaya yang berlaku (SBM dan/atau SBK), 
data SIMAK-BMN, kebijakan pemerintah, serta peraturan terkait 
dengan tugas dan fungsi K/ L. 

b. APIP K/L rnenerima dokumen-dokurnen untuk direviu, meliputi: 
1) Surat pengantar yang clitandatangani oleh pejabat eselon I/ 

penanggung jawab portofolio; 
2) Surat Pernyataan pejabat eselon I penanggung jawab 

RKA-K/L; 
3) Daftar Rincian Pagu Anggaran per satker/ eselon I; 
4) RKA-K/L eselon I; 
5) Rencana Kerja Anggaran Satker (RKA Satker}; 
6) Kertas Kerja Satker (KK Satker); 
7) Data SIMAK-BMN; 

Dalam melakukan reviu RKA-K/L, terdapat 3 (tiga) tahapan reviu 
RKA-K/L, meliputi: 
a. tahap perencanaan reviu RKA-K/L; 
b. tahap pelaksanaan reviu RKA-K/L; dan 
c. tahap pelaporan hasil reviu RKA-K/L. 

Tahap perencanaan reviu RKA.-K/L meliputi kegiatan untuk memilih 
dan menentukan objek reviu, melakukan usulan penugasan reviu, dan 
mempersiapkan bahan penyusunan Program Kerja Reviu. Tahap 
pelaksanaan reviu RKA-K/L mencakup kegiatan penelaahan dokurnen 
perencanaan keuangan. Tahap pelaporan hasil reviu RKA-K/L mencakup 
kegiatan penyusurian Catatan Hasil Reviu (CI-IR) clan Laporan Hasil Reviu 
(LHR). 

2.1 Tahapan Reviu RKA-K/L 

Pecloman pelaksanaan reviu RKA-K/L ini dimaksudkan sebagai acuan 
untuk merencanakan, melaksanakan, clan melapork:an hasil reviu RKA-K/L. 
Pedoman pelaksanaan reviu RKA-K/L ini menguraikan kegiatan yang perlu 
dilak:ukan pada tiap tahapan reviu RKA.-K/L, tennasuk di dalamnya prosedur 
reviu RKA-K/L yang berisi serangkaian Iangkah Zprogram yang akan 
dilaksanakan oleh APIP K/ L dalam mereviu dokurnen perencanaan 
penganggaran. 

2. TATA CARA REVIU RKA-K/L 
- s - 
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2.2.2 Pelaksanaan Tahap Perencanaan Reviu RKA-K/L 
Pada tahap perencanaan reviu RKA-K/L, kegiatan yang 

clilakukan an tara lain sebagai berikut: 
a. A.PIP K/L berkcordinasi dengan unit eselon I sebagai penyusun 

RKA-K/ L dan Sekretariat J enderal/ Sekretariat U tam a/ Sekretariat 
c. q. Biro Perencanaan/Unit Perencanaan K/ L dengan tujuan 
untuk mengiclentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan 
penyusunan RKA-K/L. Melalui koordinasi tersebut cliharapkan 
akan menghasilkan pelaksanaan reviu RKA-K/L yang efektif. 

Penyusunan Tim Pereviu RKA-K/L dilaksanakan dengan 
mempertimba.ngkan persyaratan kompetensi teknis yang secara 
kolektif harus dipenuhi. Tim Pereviu RKA-K/L disusun paling 
sedikit terdiri dari 1 {satu) Pengenda.li Mutu, 1 (satu) Pengenclali 
Teknis, Ketua Tim, clan jumlah anggota tim disesuaikan denga.n 
kebutuhan. Sebagai dasar pelaksanaan reviu RKA-K/L, pimpinan 
A.PIP K/L menerbitkan surat tugas reviu RK.A-K/L. Surat tugas 
tersebut paling sedikit menjelaska.n mengenai pemberi tugas, 
susunan tim, ruang lingkup reviu, lok:asi, serta waktu pelaksanaan 
reviu RKA-K/L. 

b. Pemahaman objek reviu RKA.-K/L clan pera.turan terkait 
penyusunan RKA.-K/L (seperti yang telah disebutkan dalam angka 
1.5 hal Referensi Peraturan Pelaksanaan Reviu RKA-K/L) sebelurn 
melakukan reviu RKA-K/L. Objek reviu adalah unit penyusun 
RKA-K/L tingkat eselon I. Pemahaman tersebut antara lain 
dilakukan dengan memahami: 
1) RKP dan Renja-K/L; 
2) basil reviu atas RKA.-K/L sebelumnya; 
3) tugas dan fungsi unit eselon I; 
4) penyusunan RKA-K/L; clan 
5) peraturan den ketentuan yang terkait dengan penyusurian 

RKA.-K/L clan perencanaan penga.nggaran. 
c. Pernilihan prosedur bertujuan untuk menentukan langkah- 

langkah reviu RKA-K/L yang tepat dengan mernpertimbangkan 
faktor risiko, materialitas, signifikansi, dan ketersediaan sumber 
daya manusia. 
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8) TOR/RAB clan dokumen pendukung terkait lainnya, khusus 

untuk inisiatif baru clan/ atau baseline yang berubah pada level 
komponen; clan 

9) Dokumen pendukung teknis lainnya [jika diperlukan). 
c. APIP K/L menyusun Program Kerja Reviu RKA-K/L untuk 

digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pada saat reviu 
RKA-K/L unit eselon I; dan 

d. APIP K/L menyusun jadwal reviu RKA-K/L. 
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2.3 Tahap Pelaksanaan Reviu RKA-K/L 

2.3. l Hal-hal Yang Harus Diperhatikan 

2.3. l. l Ruang Lingkup Reviu RKA~K/L 
a. konsistensi pencantuman sasaran kinerja dalam 

RKA-K/L dengan Renja-K/L da.n RKP; 
b. kesesuaian total pagu clan rincian sumber dana clalam 

RK.A-K/L dengan Pagu Anggaran K/L; 
c. kepatub.an dalam penerapan kaidah-Icaidah 

penganggaran, antara lain: 
1) pen.era.pan SBM clan SBK; 
2) kesesuaian jenis belanja; 
3) b.al-hal yang clibatasi atau dilarang; clan 
4) pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang cliclanai 

dari PNBP, PHLN, PHDN, BLU, kontrak tahun jamak 
( multiyears contract'), clan pengalokasian anggaran 
yang akan diserahkan menjadi Penyertaan Modal 
Negara (PMN) pada BUMN; 

cl. kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L antara lain: 
RKA Satker, TOR/RAB dan/atau dokumen pendukung 
terkait lainnya; dan 

e. kepatuhan <la.lam pencantuman tematik APBN. 

2.3.1.2 Fokus Reviu Berdasarkan Pagu Anggaran K./L 

Pelaksanaan reviu RKA-K/L berdasarka.n pagu 
anggaran K/ L difokuskan pada: 
a. rincian anggaran untuk mendanai inisiatif bar u; 

dan/atau 
b. angka dasar yang mengalami perubahan pada level 

tahaparr/ kom ponen. 

2.3.1.3 Fokus Reviu Berdasarkan Alokasi Anggaran K/L 

Pelaksariaan reviu RKA-K/L berdasarkan alokasi 
anggaran K/L difokuskan pada: 
a. penyesuaian RKA-K/L dengan alokasi anggaran; 
b. rincian anggaran untuk mendanai inisiatif baru 

(dari hasil optimalisasi DPR); clan/ atau 
c. angka dasar yang mengalami perubahan pacla level 

tahapanj'komponen. 
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Pelaporan hasil reviu RKA-K/L pada intinya mengungkapkan tujuan 
dan alasan pelaksanaan reviu, proseclur reviu yang dilakukan, kesalahan 
atau kelemahan yang ditemui, langkah perbaikan yang disepakati, langkah 
perbaikan yang telah dilakukan, dan saran perbaikan ya11.g belum atau 
tidak dilaksanakan. Laporan hasil reviu disusun dalam bentuk CHR clan 
LI-IR. Tim Pereviu RKA-K/L harus menclokumentasikan seluruh Kertas 
Kerja Reviu (KKR) clengan baik dan aman. 

2.4 Tahap Pelaporan Hasil Reviu RKA-K/L 
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2.3.2 Pelaksa.naan Program Kerja Reviu RKA-K/L 

Reviu RKA-K/L dilaksanakan sesuai dengan program kerja 
reviu RKA-K/L yang telah ditentukan pada tahap perencanaan clan 
persiapan reviu RKA-K/L. Pelaksanaan reviu RKA-K/L 
dikoordinasikan dengan unit penyusun RKA-K/L tingkat eselon I 
clan Sekretariat Jenderal/Sekretariat Utama/Sekretariat c.q. 
Biro Perencanaan/Unit Perencanaan K/L. Pengernbangan prosedur 
reviu RKA-K/L dapat dilakukan oleh Tim Pereviu RKA-K/L sepanjang 
disetujui oleh pimpinan APIP K/L. Basil pelaksanaan prosedur reviu 
dituangkan dalam kertas kerja dan dilakukan reviu secara berjenjang 
oleh Ketua Tim dan Pengendali Teknis. 
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Tembusan: 
1. [ ] 
2. [ ] 
3. [ J 
4. [dst.] 

Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal (22) 20XX 
Inspektur J enderal 
[ttd] 

········································ (23) 
NIP (24) 

untuk melaksanakan Reviu Rencana Kerja Ariggaran Kementerian Negara/ Lembaga 
(RKA-K/ L} Tahun Anggaran 20XX pada: 
1. ········································································ (16); 
2 ······ (17). 

Kegiatan tersebut dilaksanakan di .Jakarta selama ..... (18) hari kerja mulai 
tanggal (19) s.d (20) 20.XX, di bawah tanggungjawab (21). 

Segala biaya yang timbul berkenaan clengan pelaksanaan Surat Tugas ini 
menjadi beban anggaran lnspektorat Jenderal. 

Demikian untuk dilaksanakan clan segera melaporkan hasil pelaksanaan 
tu gas secara tertulis. 

No. Nama Peran 

1. ......................................... (8) Pengendali Mutu NIP ································· (9) 
2. ......................................... (10) Pengendali Teknis NIP . ................................ (11) ..----• 

3. ......................................... (12) Ketua Tim NIP . ............ ········. ··········· (13) 

4. ........................................ (14) Anggota Tim NIP ································· (15) 
5. Dst. Anzzota Tim 

Dalam rangka Kebijakan Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan 
Tahunan Inspektorat Jenderal Kementerian Negara/Lembaga (6) 
Tahun 20XX, (7) menugaskan: 

SURAT TUGAS 
Nomor: (5) 

KOP Kementerian 
Negara/Lembaga 

1:~~tI~~~~~- -~~~~~~ -~~~~~~~ .: \~) } 
Alamat (4) 

LOGO (1) 

3. FORMAT SURAT TUGAS 
- 9 - 
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Keterangan: 
1. Beri si logo K/L. 
2. Berisi nomenklatur K/L. 
3. Berisi nomenklatur APIP K/ L. 
4. Berisi alamat APIP K/ L. 
5. Berisi nomor surat tugas. 
6. Berisi nomenklatur K/L. 
7. Berisi nomenklatur pejabat yang mernberikan penugasan. 
8. Berisi nama pejabat yan.g berperan sebagai pengendali rrrutu. 
9. Berisi NIP pejabat yang berperan sebagai pengendali mutu. 
10. Berisi nama pejabat yang beri?eran sebagai pengendali teknis. 
11. Berisi NIP pejabat yang berperan sebagai pengendali teknis. 
12. Berisi nama pegawai yang berperan sebagai ketua tim. 
13. Berisi NIP pegawai yang berperan sebagai ketua tim. 
14. Berisi riama pegawai yang berperan sebagai anggota tim. 
15. Berisi NIP pegawai yang berperan sebagai anggota tim. 
16. Berisi unit eselon I K/L yang direviu. 
17. Berisi unit eselon I K/L yang direviu. 
18. Berisi jumlah hari penugasan. 
19. Beri si tanggal mulai pen:ugasan. 
20. Berisi tanggal akhir penugasan. 
21. Beriai nomenklatur pejabat yang bertanggung jawab terhadap penugasan. 

terkait. 
22. Berisi tan.ggal clan bulan surat tugas ditetapkan. 
23. Berisi nama pejabat yang memberikan penugasan. 
24. Berisi NIP pejabat yang memberikan penugasan. 

- 10 - 
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majeur; 

semula 
menjadi 
dengan 

5. Izin Menteri Keuangan 
untuk perubahan dari 

tahun tunggal 
tahun jamak 
kondisi force 

majeur atau non-force 

3. Surat Pernyataan pejabat 
eselon I; 

.q.. Ren.can.a Kerj a dan Anggaran 
yang Telah disetujui oleh 
DPR (khusus untuk RKA-K/L 
penyesuaian); 

5. Dokurnen-dokumen lainnya 
yang clibutuhkan dalam 
pelaksanaan reviu. 

~ Untuk Pengadaan Tan.ah 
1. Data/ dokumen Rencana 

Kebutuhan Tahunan BMN; 
2. Status Kepemilikan Tan.ah; 
3. Informasi harga 

tanah/NJOP dari Dinas 
Pendapatan Daerah 
setempat a tau Kantor 
Pela.ya.nan Pajak (terakhir 
akhir bulan Desember); 

4. Keterangan dari Camat 
setempat apabila harga 
tanah lebih besar dari 
NJOP; 

sebagai 
Dapatkan 
ang diperlukan 

berikut: 
1. RKP, Renja-K/L, Keputusan 

_ Menteri Keuangan terkait 
Pagu Anggaran, dan Pagu 
Alokasi Anggaran; 

2. Term of References (TOR) clan 
Rencana Anggaran · Biaya 
(RAB); 

- 11 - 
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6. Izin Menteri Keuangan 
(untuk kontrak tahun 
jamak diatas RplOM) atau 
menteri/pimpinan 
lembaga yang 
bersangku tan (untuk 
kontrak tahun jamak 
sampai dengan RplOM); 

7. Izin Menteri Keuangan 
untuk perpanjangan atas 
kontrak yang 
disebabkan tertundanya 
penyelesaian kontrak 
tahun jamak (force majeur 
atau non-force majeuri; 

8. Hasil Audit BPKP 
(optional), untuk sisa 
pekerj aan yang 
dimohonkan persetujuan 
perpanjangan kontrak 
tahun jamak. 

);-> Untuk Pembangunan 
Bangunan/Gedung Negara 
l. Data/ dokumen Rencana 

Kebutuhan Tahunan BMN 
untuk bangunan; 

2. Izin Prinsip pembangunan 
gedung dari Pemerintah 
Daerah (IMB); 

3. Status kepemilikan tanah: 
4. Surat dari kementerian 

teknis seperti: 
Surat dari Kementerian 
Pekerjaan Umum/Dinas 
Pekerjaan Umum setempat 
terkait perhitungan 
ke bu tuhan biaya 
pembangunan gedung 
negara atau sejenisnya 
untuk Pengadaaan 
Bagunan./ Gedung; 

5. Izin Menteri Keuangan 
untuk perubahan dari 
semula tahun tunggal 
menjadi tahun jamak 
dengan kondisi force 
majeur atau non-force 
majeur; 

''1 .. 
' I 
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6. Izin Menteri Keuangan 
(untuk kontrak tahun 
jamak diatas RplOM) atau 
menteri/ pimpinan 
lembaga yang 
bersangkutan (untuk 
kontrak tahun jamak 
sampai dengan RplOM); 

7. Izin Menteri Keuangan 
untuk Perpanjangan atas 
kon trak yang 
disebabkan tertundanya 
penyelesaian kontrak 
tahun jamak (force majeur 
atau non-force majeur); 

8. Hasil Audit BPKP 
( optional), untuk sisa 
pekerj aan yang 
dimohonkan persetujuan 
perpanjangan kontrak 
tahun jamak. 

~ Untuk Pengadaan Aset 
Lainnya (misal: Kendaraan 
Dinas/Kapal Patroli) 
1. Surat dari Kernenterian 

Teknis, antara lain: 
Kernen terian 
Perhubungan, atau 
Kernen terian Pertahanan 
(khusus untuk yang 
dilengkapi dengan 
senjata); 

2. SK Penetapan Menpan-RB 
(untuk satker baru); 

3. Surat Keterangan, Berita 
Acara Penghapusan 
Kendaraan; 

~ Untuk Renovasi Bangunan 
Surat dari Kementerian 
PU /Dinas PU setempat 
terkait perhitungan 
kebutuhan biaya renovasi 
gedung negara/ sejenisnya. 

- 13 - 
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4. Buat Kesimpulan. 

3. Pastikan nilai (Rp) kegiatan yang 
menjadi prioritas nasional dalam 
RKA-K/L tidak lebih rendah 

aripada nilai (Rp) kegiatan 
berdasarkan Renj a-K/ L. 

pencantuman program, kegiatan, 
sasaran kinerj a, Indikator 
Kinerja Kegiatan, dan Output 
dalam RKA-K/L dengan Renja- 
K/L clan RKP. 

konsistensi 2. Pastikan 

1. Dapatkan RKP clan Renja-K/L. 

Langkah-Iangkah Reviu RKA-K/L 

luas, 
kondisi 

merigetahui 
jumlah, clan 
BMN. 

~ Untuk Pemeliharaan BMN 

I. PMK ten.tang Standar 
Biaya Masukan; 

2. Analisis Kewaj man 
Barga; 

3. Data SIMAK BMN untuk 

- 14 - 
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3. Buat kesimpulan. 

2. Pastikan alokasi ariggaran telah 
sesuai dengan jenis belanjanya. 

1. Dapatkan TOR, RAB, dan RKA- 
K/L. 

Langkah-langkah Reviu RKA-K/L 

4. 

3. Untuk RKA-K/L (penyesuaian), 
pastikan Penyesuaian RKA-K/ L 
dengan hasil pembahasan yang 
telah mendapat persetujuan DPR 
(khusus untuk penyesuaian 
ang menclanai inisiatif baru). 

2. Pastikan total pagu dan rincian 
sumber dana dalam RK.A-K/L 
telah sesuai clengan pagu 
anggaran clan rincian sumber 
dana berdasarkan Keputusan 
Menteri Keuangan. 

1. Dapatkan Keputusan Menteri 
Keuangan mengenai pagu 
anggaran clan rincian sumber 
dana. 

Langkah-langkah Reviu RKA-K/L 

- 15 - 

·'J.; 
'i , 

(•' 

t' 
; 



J/ 

3. Pastikan nilai yang tercariturn 
dalam TOR, RAB, data dukung 
lainnya, dan RKA-K/L terdapat 
keses'uaian nilai (Rp). 

2. Pastikan seluruh 
kegiatan/ output telah diclukung 
leh data pendukung . berupa 
OR, RAB, dru1 data dukung 

lainnya. 

1. Dapatkan TOR, RAB, dan data 
ukung lainnya (misalnya 

oersetujuan dari Kementerian 
PU, price list, dll.) 

4. Buat kesimpulan. 

Langkah-Iangkah Reviu RKA-K/L 

3. Buat kesimpulan. 

2. Pastikan harga satuan pada 
rincian kertas kerja RKA-K/L 
telah mengacu pada SBM atau 
SBK. Jika harga satuan ·di atas 
SBM, pastikan telah didukung 
dengan analisis kewajaran 
harga, sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran II PMK 
72/PMK.02/2013 tentang 
Standar Bia.ya Masukan Tahun 
Anggaran 2014. 

RKA-K/L, 1. Dapatkan 
SBM/SBK 

KMK 

Langkah-Iangkah Reviu RKA-K/L 

- 16 - 
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4. Untuk pekerjaan yang 
membutuhkan pembebasan.J 
pengadaan lahan seperti 
pekerjaan pembangunan 
infrastruktur yang memerlukan 
pembebasan lahan/tanah dalam 
iurnlah besar, antara lain: 
baridara, pelabuhan, jalan, 
irigasi, transmisi Iistrik, dan rel 
kereta api, pastikan apakah 
SPT JM telah dilampiri dengan: 

3. Khusus untuk kontrak tahun 
jamak, pastikan apakah atas 
permohorian kontrak tahun 
jamak telah mendapat 
pesertujuan: 

Menteri Keuangan untuk 
yang nilainya diatas Rp 10 
Miliar; 
menteri/pimpinan lembaga 
untuk yang nilainya sampai 
clengan RplO Miliar. 

2. eliti apakah SPTJM telah 
memuat: 

pernyataan telah memenuhi 
kelayakan teknis; dan 
ketersecliaan dana bagi 
pelaksanaan Kontrak Tahun 
J amak yang bukan 
merupakan tambaharr pagu 
(on top). 

1. Pastikan kesesuaian TOR clan 
RAB dengan rencana pengadaan. 

Langkah-Iangkah Reviu RKA-K/L 
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6. Pastikan apakah telah terdapat 
analisis kebutuhan mengenai 
rencana pengadaan bangunan/ 
gedung yang diusulkan oleh 
satker. 

5. Pastikan apakah telah terdapat 
perhitungan kebutuhan biaya 
pembangunan/ renovasi 
bangunan/ gedung negara atau 
yang sejenis dari Kementerian 
Pekerjaan Umum atau Dinas 
Pekerjaan Um um setempat 
sesuai dengan ketentuan yang 
tercantum dalam Peraturan 
Menteri Pekerjaan Umum No. 
45/PRT/M/2007 tentang 
Pedoman Teknis Pembangunan 
Bangunan Gedung Negara. 

keterlambatan penyelesaian 
pengadaan/ pembebasan 
lahanj tanah tidak dapat 
dibebankan pada APBN, 
kecuali berdasarkan pada 
putusan pengadilan yang 
telah berkekuatan hukum 
tetap. 

~ Pernyataan bahwa segala ~- 
biaya yang timbul sebagai 
akibat dari keterlam batan 
penyelesaian pekerjaan yang 
disebabkan oleh 

a. Pernyataan bahwa pengguna 
anggaran akan menyelesaikan 
pengaclaan/pembebasan 
lahan/tanah secara simultan 
dengan pekerjaan 
pembangunan infrastruktur 
dalam periode Kontrak Tahun 
.Jamak; 

b. Pernyataan bahwa Pengguna 
Anggaran akan menj aga 
pelaksariaan kegiatan sesuai 
rencana; 

- 18 - 
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2. Pastikan kesesuaian TOR, RAB, 
an SPT JM dengan dokumen 

perencanaan pengadaan tanah. 

1. Dapatkan clan pelajari Dokumen 
Perencanaan Pengadaan Tanah 
ang dibuat oleh satker, pastikan 
pakah rencana pengadaan 

tanah tersebut telah didasarkan 
pada usulan Kuasa Pengguna 
Barang dan memperhatikan 
ketersediaan BMN yang ada pada 
Kementerian Negara/Lembaga. 

Langkah-langkah Reviu RKA-K/L 

8. Buat kesimpulan. 

7. Pastikan bahwa dokumen 
pendukung yang diajukan: 

dilengkapi dengan cakupan 
jenis clan tahapan 
kegiatan/pekerjaan secara 
keseluruhan, jangka waktu 
pekerjaan akan diselesaikan, 
dan ringkasan perkiraan 
ke bu tuhan anggaran per 
tahun; 

b. tidak diperbolehkan terdapat 
dokumen yang menunjukkan 
nama calon peserta clan/ atau 
calon pemenang lelang. · 

- 19 - 
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2. Untuk satker baru, pastikan 
terdapat Surat Keputusan 
Menpan-RB tentang 
pemberitukan satker baru. 

1. Bandingkan antara jurnlah 
kendaraan din.as yang dimiliki 
leh satker serta kondisinya 
alam SIMAK BMN, dengan 

iumlah jabatan dalam struktur 
rganisasi satuan kerja tersebut. 

Langkah-langkah Reviu RKA-K/L 

5. Buat kesimpulan. 

4. Untuk kontrak tahun 'jamak, 
periksa apakah permohona.n 
kontrak tahun jamak telah 
mendapat persetujuan: 

Menteri Keuangan untuk 
yang nilainya diatas Rp 10 
Miliar; 

b. menteri/pimpinan lernbaga 
untuk yang nilainya sampai 
dengan Rp 10 Miliar. 

3. Pastikan kesesuaian biaya 
perasional dan biaya 

pendukung serta honorarium 
lengan standar biaya sesuai 
engan ketentuan yang 

tercantum dalam PMK 
13/PMK.02/2013 ten.tang Biava 
Operasional Dan Biaya 
Pendulcung Penyelenggaraan 
Pengadaan Tan ah Bagi 
Pembangunan Untuk 
Kepentingan Umum Yang 
Bersumber Dari APBN. 

- 20 - 

!•,I! l \ i 1 i ;i ! i ( I, ·l h . ',i I 
l'i ( \it:! i[ illl·· 1\li : .. \.', 

. ,· 
;' 



r 

3. Untuk kontrak tahun jamak, 
periksa apakah atas permohonan 
kontrak tahun jamak telah 
mendapat pesertujuan: 
a. Meriteri Keuangan untuk yang 

nilainya diatas Rp IO Miliar; 
b. menteri/pimpinan lembaga 

untuk yru1g nilainya sampai 
dengan RplO Miliar. 

1~~~~~~-:-~~~~~~~~~1~~~~-t-~~~~1~~~~-,~~~~ 
4. Buat Kesimpulan. 

1. Lakukan penelaahan atas 
kesesuaian dokumen TOR clan 
RAB. 
1~~~~~~~~~~~~~-:-~-,-1~~~~-1-~~~~.,~~~~~1-~--~- 

2. eliti apakah pengadaan kapal 
tersebut telah didukung dengan 
pendapat teknis dari kemeriterian 
terkait. 

Langkah- Langkah Reviu RKA-K/L 

5. 

4. Untuk pengadaan kendaraan 
bermotor yru1.g dibatasi, pastikan 
pakah terdapat surat ijin dari 

menteri Zpimpinan lembaga. 

3. Untuk penggantian kenclaraan 
ang rusak berat yang secara 
konomis memerlukan biaya 

pemeliharaan yang besar untuk 
selanjutnya harus dihapuskan 
ari daftar inventaris dan tidak 
iusulkan biaya 

pemeliharaannya, pastikan 
terdapat Surat Keterangan 
berupa Berita Acara 
Penghapu sany Pelelangan 
Kendaraan. 

- 21 - 
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1. Lakukan penelaahan k:esesuaian 
OR dan RAB dengan rencana 

renovasi gedung; 

4. Buat k:esimpulan. 

3. Lakukan pengujian kesesuaian 
biaya pemeliharaan kendaraan 
dengan standar biay~. 

2. Lakukan pengujian k:esesuaian 
biaya pemeliharaan kendaraan 
· engan jumlah kendaraan din.as 
ang kondisinya tidak rusak 

berat sesuai SIMAK-BMN. 

1. Lakukan penelaahan atas 
kescsuaian dok:umen TOR dan 
RAB. 

Langkah-langkah Reviu RKA-K/L 
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1. Lakukan penelaahan atas 
kesesuaian dokumen TOR clan 
RAB. 

Langkah-Iangkah Reviu RKA-K/L 

2. a. Pastikan renovasi 
ban.gun.an/ gedung negara 
telah dilengkapi dengan 
perhitungan kebutuhan biaya 
renovasi bangunan/ gedung 
negara atau yang sejenis clari 
Kementerian Pekerjaan Umurn 
atau Dinas Pekerjaan Umurn 
setempat untuk 
bangunarr/ gedung negara 
yang berlokasi di dalam negeri 
dan pekerjaan renovasi 
bangunan gedung negara 
yang berlokasi di luar negeri 
(kantor perwakilan) yang 
mengu bah struktur 
bangunan; atau 

b. Pastikan renovasi bangunan/ 
gedung negara telah 
dilengkapi perhitungan 
kebutuhan biaya renovasi 
bangunan/ gedung negara 
a tau yang sej enis dari 
konsultan perencana 
setempat clan SPTJM KPA 
kantor perwakilan setempat 
untuk pekerjaan renovasi 
bangunan/ gedung negara 
yang berlokasi di luar negeri 
(karrtor perwakilan] yang ticlak 
merubah struktur bangunan. 
(Informasi mengubah atau 
tidak struktur bangunan 
dijelaskan dalam dokumen 
terse but). 

1--~~~~~~~~~~~~~~~11--~~~1~~~~--1~~~~~1-~--~- 
3. Buat kesimpulan. 
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Program kerja reviu 1111 merupakan langkah minimal yang dapat 
dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan proses bisnis organisasi masing- 
masing K/L. 

CAT AT AN: 

- 24 - 
2. Lakukan pengujian dengan 

membandingkan luas bangunan 
yang terdapat pada TOR dan RAB 
untuk alokasi biaya pemeliharaan 
gedung yang dipergunakan 
bersama dengan data dalam 
SIMAK-BMN. 

3. Lakukan pengujian kesesuaian 
biaya pemeliharaan gedung dan 
ban gun.an dengan ketentuan 
mengenai Standar Biaya. 

4. Lakukan analisis apakah 
terdapat duplikasi biaya 
pemeliharaan pada gedung yang 
dipergunakan bersama. 

5. Buat kesimpulan. 
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CATATAN HASIL REVIU 
ATAS RKA-K/L ESELON 1 (3) 

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (4) 
UNTUK TAI-IUN ANGGARAN 20XX 

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (1) 
APIP (2) 

- 25 - 
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Kementerian Negara/Lembaga ........ (7) Disusun ................ (9) 

APIP .............................................. (8) 
oleh/Tanggal 
Diteliti oleh j'Tanggal ········· ..... (10) 
Disetujui .............. ( 11) 
oleh/Tanggal 

Uraian Catatan Hasil Reviu 
--- --·-· ------~··· -·---- .. -· ·--·-·--·· , .. -·----··· - .. - ... -·-···-· 

Selruburigan dengan penugasan berdasarkan Surat Togas Inspektur Jenderal 
Kementerian Negara/Lembaga : ................................ (12) Nomor ............... (13) 
tanggal ···················· (14) 20XX untuk melaksanakan revru atas RKA-K/L 
eselon I ............................... (15) Kementerian Negara/Lembaga 
..................................... (16) TA 20XX, bersama ini karni sampaikan ca.ta.tan 
hasil reviu sebagai berikut: 

-·· ----- ·--------·- .. ----· ··----- 
DATA UMUM 

Pagu Indikatif TA 20XX pada unit eselon I .............. ~ ........ ' .... (17) sebesar 
RpXXX dengan rincian alokasi per surnber dana clan jenis belanja sebagai 
berikut: 

Jenis Belania (dalarn ribuan rupiah) Jumlah 
Sumber Belanja Belanja Belanja (<la.lam 

Dana Pegawai Ba.rang Modal ribuan 
rupiah) 

Rupiah 
Murni 
PNBP 

I (18) I BLU 
PLN 
HLN 
PDN 
SBSN 
Jumlah xxx 
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KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA • .. (6) 
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Berdasarkan KMK Nomor ............................... (19) ten tang Penetapan Pagu 
Anggaran. TA 20XX, dapat disampaikan Pagu Anggaran unit eselon I 
............................... (20) TA 20XX sebesar RpXXX dengan rincian sebagai 
berikut: 

Jenis Belanja [dalam ribuan rupiah) Jumlah "'\ 
Sumber Belanja Belanja Belanja (dalam 
Dana Pegawai Barang Modal ribuan 

ru12iah} 
Rupiah 
Murni 

I I PNBP (21) 
BLU 
PLN 
HLN 
PDN 
SBSN 
Jumlah xxx .,) 

1. Kesesuaian dengan RKP clan Renja-K/L 

·················································································································· ..................................................................................................... · ........ (22) . 
Kesimpulan: 
Berdasarkan hasil reviu, sasaran kinerja, tu gas dan fungsi pacla RKA-K/L 
telah (sesuai/belum sesuai) dengan RKI:> dan Renja-K/L 

2. Kesesuaian dengan Pagu Anggaran (untuk reviu RKA-K/L atas penyusunan 
RKA-K/L bulan Juli) 

·················································································································· 
......................................................................................................... (23) . 
Kesimpulan: 
Berdasarkan hasil reviu, pagu anggaran per program tel ah [ sesuai/ ticlak 
sesuai] dengan RKA-K/L. 

3. Kesesuaian dengan Alokasi Anggaran (untuk reviu RKA-K/L atas 
penyusunan RKA-K/L bulan Oktober) 
.................................................................................................................... 
······································································································· (24). 
Kesimpulan: 
Berdasarkan hasil reviu, alokasi anggaran per program telah [ sesuai/ tidak 
sesuaiJ dengan. RKA-K/L. 

4. Kelengkapan Dokumen Pendukung 

···················································································································· 
...................................................................................................... (25) . 
Kesimpulan: 
Berdasarkan hasil reviu, dokumen pendukung (telah/belum) lengkap. 
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.................................... (33) 
NIP : (34) 

.................................... (31) 
NIP (32) 

Kepala Bagian Keuangan E-1 

···························································· ····· .. (29). 
.Jakarta, (30) 20.XX 
Pengendali Teknis 

Rekomendasi 
................................................................................................................... (28). 

Koreksr/Perbaikan yang Belum _Dilakukan/Tidak Disetujui 
---·-·----·----···-·--···--------·----~--···----------··----· 

......................................................................................................... (27). 
Kesimpulan: 

6. Kesesuaian Biaya Pengadaan 

······································································································· (26). 
Kesimpulan: 

........................... ; . 
5. Kesesuaian Biaya Pemeliharaan 
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Keterangan: 
1. Beri si nomenklatur K/ L. 
2. Berisi nomenklatur APIP. 
3. Berisi unit eselon I K/L yang direviu. 
4. Berisi nomenklatur K/L. 
5. Berisi unit eselon I K/L yang direviu. 
6. Berisi nomenklatur K/ L. 
7. Berisi nomenklatur K/L. 
8. Ber isi nomenklatur APIP. 
9. Beriai nama singkat pegawai yang menyusun CI-IR dan tanggal penyusunan. 
10. Berisi nama singkat pegawai :x-ang meneliti CHR dan tan.ggal penelitian. 
1 L Berisi narna singkat pejabat yang menyetujui CI-IR clan tanggal persetujuan. 
12. Berisi nomenklatur K/L. 
13. Berisi nomor surat tugas. 
14. Berisi tanggal surat tugas ditetapkan. 
15. Berisi unit eselon I K/L yang direviu. 
16. Berisi nomenklatur K/L. 
17. Berisi unit eselon I K/L yang direviu. 
18. Berisi rincian belanja clan sumber dana berdasarkan pagu indikatif. 
19. Berisi KMK mengenai penetapan Pagu Anggaran pada tahun terkait. 
20. Berisi unit eselon I K/L yang direviu. 
21. Berisi rincian belanja dan sumber dana berdasarkan pagu anggaran. 
22. Berisi uraian tentang kesesuaian anta.ra sasaran kinerja, tugas dan fungsi 

antara RKP, Renja-K/L, dengan Program dan Kegiatan pacla RKA-K/L. 
23. Berisi uraian tentang kesesuaian antara RKA-K/L dengan Pagu Anggaran 

berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pagu Anggaran K/L. 
24. Berisi uraian tentang kesesuaian antara RKA-K/L dengan Alokasi Anggaran 

berdasarkan Surat Menteri Keuangan tentang Penyampaian Kebijakan Belanja 
dan Alokasi Anggaran K/ L. 

25. Berisi uraian tentang program clan kegiatan per eselon I yang belum clilengkapi 
dokumen pendukung sehingga menimbulkan potensi pemblokiran anggaran. 

26. Berisi uraian hasil reviu RKA-K/L tentang biaya perneliharaan. 
27. Berisi uraian basil reviu RKA-K/L tentang biaya pengadaan. 
28. Berisi uraian hal-hal yang belum clikoreksi/diperbaiki atau yang tidak disetujui. 
29. Berisi uraian rekomendasi yang diusulkan oleh Tim Reviu RKA-K/L atas hal-hal 

yang dianggap ticlak sesuai berdasarkan reviu yang telah dilakukan. 
30. Berisi tanggal dan bulan CHR disetujui bersama. 
31. Berisi nama Kepala Bagian Keuangan unit eselon I K/ L. 

· 32. Berisi NIP Kepala Bagian Keuangan unit eselon I K/L. 
33. Beriei nama Perrgeridali Teknis dalam penugasan. 
34. Berisi NIP Pengendali Teknis dalam penugasan, 
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NOMOR: LAP- / /20 } (2) 
TANGGAL: ( ] 

LAPORAN I-IASIL REVIU 
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN ESELON I XXX 

(NAMA K/L] 
TAHUN ANGGARAN { ..... ] (1) 

(NAMA K/L] 
(NAMA APIPJ 

LOGO APIP 

- 30 - 
6. FORMAT LAPORAN HASIL REVIU RKA-K/L 
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[ (5)] 

[ (5)] 

[ (5)] 

[ (5)] 

[ (5)] 

[ (5)] 

[ (5)] 

[ {5)] 

Halaman 

Catalan Basil Reviu (CI-IR) 

Lampiran: 

4. Ruang Lingkup Reviu iporaqraf (3) - (4)) . 

5. Metodologi Reviu iparaqraf (3)- (4)) . 

6. Gambaran Umum iparaqraf (3)- (4)) .. 

7. Uraian Hasil Reviu iparcuiraf (3) - (4)) . 

8. Apresiasi iparaqraf (3) - (4)) · . 

1. Ringkasan Eksekutif iparaqraf (3) - (4)) . 

2. Dasar Hukum iparaqraf (3) - (4)) . 

3. Tujuan Reviu iporaqra] (3) - (4)) .. 

DAFTAR ISI 

\. 
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b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..... (7) 

a. Surat Edaran Menteri Negara Penclayagunaan Aparatur Negara clan 
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Pengawasan 
dalam rangka Penghematan Penggunaan Belanja Barang clan Belanja Pegawai 
di Lingkungan Aparatur Negara. 

2. DASAR HUKUM [Bcrisi dasar hukum pelaksanaan reviu RKA-K/L) 

[nama unit penyusun RKA-K/L] telah disarankan pula untuk melakukan 
perbaikan pada [berisi perbaikan-perbaikan yang belum dilakukan atas basil 
reviu RKA-K/L]. 

Dari hasil reviu RKA-K/L tersebut di atas, [narna unit penyusun 
RKA-K/L] telah melakukan perbaikan pada [berisi perbaikan-perbaikan yang 
telah dilakukan atas hasil reviu RKA-K/L]. 

(6) 

Berdasarkan basil reviu RKA-K/L yang telah dilakukan, dapat 
disirnpulkan hal-hal sebagai berikut: 

1) [ ]; } 
2) [ ); 
3) [ ]. 
4) dst. 

Sesuai instruksi pimpinan, [Nama APIP K/L] melakukan reviu RKA-K/L 
[Nama eselon I K/L] Tahun Anggaran 20.XX. Adapun reviu dilaksanakan pacla 
saat penyusunan RKA-K/L oleh Kementerian Negara/Lembaga setelah 
ditetapkannya pagu anggaran K/L (bulan Juni/ Juli); dan penyesuaian RKA-K/L 
oleh K/L setelab. diperolehnya alokasi anggaran (bulan September/Oktober). 

1. RINGKASAN EKSEKUTIF [Berisi Ringkasan Umurn Laporan I-Iasil Reviu] 

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) 
adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian Negara/Lembaga 
(K/L) yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga 
(BA K/L). Siklus penyusunan RKA-K/L dimulai dengan penetapan arah 
kebijakan clan prioritas pembangunan nasional oleh Presiden, yang selanjutnya 
akan menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja 
Pemerintah (RKP). Berdasarkan penetapan ini, K/L mengevaluasi baseline 
(angka dasar) dan mengajukan usulan inisiatif baru. Menteri Keuangan 
selanjutnya menetapkan Pagu Anggaran K/L untuk penyusunan RKA-K/L. 
Menteri/pimpinan lembaga menyusun RKA-K/L berdasarkan Pagu Anggaran 
yang telah clitetapkan Menteri Keuangan clan Renja-K/L. 
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KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (RKA-K/L) [NAMA K/L] 
TAHUN ANGGARAN 20.XX] 
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Reviu RKA-KL [Nania eselon I K/L] TA 20XX clilaksanakan mulai tangga.l 
[ .... (12)] s.d. [ .... (13)]. 

Pengendali [ .... ] NIP[ .... ] ' Mutu 

Pengendali [ .... ] NIP[ .... ] 
Teknis 

Ketua Tim [ .... ] NIP[ .... ] 

Anggota Tim 1. [ .... ] NIP[ .... ) 

2. [ .... ] NIP[ .... ] 

3 . ( .... ] NIP( .... ] 

4. .. dst 
I..J 

c. Reviu RKA-K/1 dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas [Nama Jabata.n 
Pimpinan APIP K/L] Nomor [ .... (9)]. tanggal [ .... (10)], dengan susunan tim 
sebagai berikut: 

b. Reviu RKA-K/L dilaksanakan dengan menggunakan metoclologi 
mengumpulkan clan melakukan penelaahan atas dokumen rencana 
keuangan data serta wawancara dengan petugas/pejabat yang terkait proses 
penyusunan RKA-K/1 [Nama Eselon I K/L] TA 20.XX. 

5. fy:IETODOLOGI REVIU [Berisi metode yang digunakan clalam kegiatan reviu 
RI(A-K/L clan dasar pelaksanaan kegiatan reviu RKA-K/L] 

a. Reviu RKA-K/L [Nama eselon I K/L] TA 20XX dilaksariakan sesuai dengan 
[Peraturan APIP K/L] No. [ .... (8)] serta mengacu pada Peraturan Menteri 
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/05/M.PAN/03/2008 
tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pernerintah (APIP). 

Ruang lingkup reviu RKA-K/L adalah pengujian atas penyusunan clokumen 
rencana keuangan yang bersifat tahunan berupa RKA-K/L. Ruang lingkup reviu 
RKA-K/L mencakup pengujian terbatas atas dokumen sumber, namun tidak 
mencakup pengujian atas sistem pengendalian intern yang biasanya 
dilaksanakan dalam suatu audit. 

4. RUANG LINGKUP REVIU [Berisi ruang lingkup dari kegiatan reviu RKA-K/LJ 
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3. TUJUAN REVIU [Berisi tujuan clari kegiatan reviu RKA-K/L] 

Tujuan dari dilaksanakannya reviu RKA-K/1 [Nama eselon I K/1] TA 20XX 
adalah untuk memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keanclalan, clan 
keabsahan informasi RKA-K/L sesuai dengan RKP, Renja-K/L, clan 
Pagu Anggaran serta kesesuaian dengan standar biaya, kaiclah-kaidah 
penganggaran dan dilengkapi dokumen pendukung RKA-K/L. 
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c. [Berisi Mekanisme Penyu sunan RKA-K/L Berdasarkan Pagu Anggaran K/L] 

b. [Berisi Proses Penyusunan RKA-K/LJ 

Sumber Jenis Belanja (dalam ribuan rupiah) Jumlah 
Dana Belanja Belanja Belanja (dalam 

Pegawai Barang Modal ribuan 
rupiah} 

Rupiah ... ... ... ... 
Murni 
PNBP ... . .. ... . .. 
BLU ... ... ... . .. 
PLN ... . .. ... ... 
HLN ... . .. ... ... 
PDN ... ... ... ... 
SBSN ... ... ... . .. 
Jumlah ... . .. ... ... 

Berdasarkan KMK nomor [ (17)] tentang Penetapan Pagu Anggaran 
TA 20XX, dapat disampaikan Pagu Anggaran unit eselon I [ (18)) 
TA 20XX sebesar Rp[ (19)] dengan rincian sebagai berikut: 

Jenis Belanja (dalam ribuan rupiah) Jumlah 
Surnber Belanja Belanja Belanja [dalarn 

Dana ribuan Pegawai Barang Modal rupiah} 
Rupiah ... ... . .. . .. 
Murni 
PNBP ... ... ... . .. 
BLU ... ... ... . .. 
PLN ... ... ... . .. 
HLN ... ... ... . .. 
PDN ... ... ... . .. 
SBSN ... ... ... . .. 

Jumlah ... ... ... . .. 

Pagu Indikatif TA 20XX pada unit eselon I[ : .. (14-)J sebesar Rp] (15)] 
dengan rincian alokasi per sumber clana clan jenis belanja sebagai berikut: 

a. DATA UMUM 
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6. GAMBARAN UMUM [Berisi proses penyusunan RKA-K/L dan mekanisme 

penyusunan RKA-K/L berdasarkan pagu anggaran K/L serta nama program- 
program K/L clan jumlah pagu anggarannyaJ 
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Nama [ .... (25)] 
NIP[ .... (26)) 

[Pejabat APIP K/LJ 

Jakarta, 20:XX (24) 

8. APRESIASI [Berisi apresiasi yang diberikan kepada obyek reviu RKA-K/L) 

[Nama APIP K/L] menyarnpaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari 
seluruh pejabat/pegawai pada [..... (23)] atas kesediaannya memberikan 
data/ clokumen yang diperlukan, sehingga dapat menclukung terlaksananya 
kegiatan reviu RKA-K/L [Nama eselon I K/LJ Tahun Anggaran 20:XX. 

1) [ ]; 
2) [ }; 
3) [ ]. 
4) clst. 

7. URAIAN HASIL REVIU [Berisi uraian hasil reviu RKA-K/LJ 

Kode Kegiatan Sasaran Prioritas Jumlah 
Kegiatan/ Indikator (N/B/0) Rupiah 

Kinerja Keziatan (IKK) 
. . . . .... . ... . ... 
.... .... . ... . ... 
.... .... . ... . ... 
.... .... . ... . ... 
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cl. Kegiatan RKA-K/L [Nama eselon I K/LJ sesuai Renja-K/L, yaitu: 
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MUHAMAD CHATIB BASRI 

ttd. 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Keterangan: 

1. Berisi Tahun Anggaran atas RKA-K/L yang direviu. 
2. Berisi nomor Laporan dan Tanggal Laporan. 
3. Berisi nomor paragraf awal untuk masing-masing uraian LHR. 
4. Berisi nomor paragraf akhir untuk masing-masing uraian LHR. 
5. Berisi nomor halaman dimana terdapat paragraf awal untuk masing-masing 

uraian LHR. 
6. Berisi kesimpulan atas hasil reviu RKA-K/L. 
7. Berisi PMK mengenai petunjuk penyusunan dan penelaahan RKA-K/L. 
8. Berisi peraturan mengenai Standar Reviu yang berlaku pada masing-rnasing 

APIP K/L. 
9. Berisi nomor Surat Tugas untuk melaksanakan reviu RKA-K/L. 
10. Berisi tanggal dari Surat Togas. 
11. Berisi susunan, nama, dan NIP Tim Reviu RKA-K/L. 
12. Berisi tanggal dimulainya penugasan reviu RKA-K/L. 
13. Berisi tanggal berakhirnya penugasan reviu RKA-K/L. 
14. Berisi nama eselon I yang direviu. 
15. Berisi jumlah alokasi anggaran berdasarkan pagu indikatif pada eselon I (dalam 

rupiah). 
16. Berisi rincian belanja dan sumber dana berdasarkan pagu indikatif. 
1 7. Berisi nomor KMK mengenai penetapan Pagu Anggaran. 
18. Berisi nama eselon I yang direviu. 
19. Berisi jumlah alokasi anggaran berdasarkan pagu a.nggaran pada eselon I 

(dalam rupiah). 
20. Berisi rincian belanja dan sumber dana berdasarkan pagu anggaran. 
21. Berisi Kode, rincian Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Jenis Prioritas (N= Prioritas 

Nasional, B= Prioritas Bidang, O= Bukan Prioritas), dan jumlah rupiah atas 
masing-masing kegiatan. 

22. Berisi rincian atas hasil reviu RKA-K/L. 
23. Berisi na.ma eselon I yang direviu. 
24. Berisi tanggal dan bulan persetujuan penyusunan LHR. 
25. Berisi nama pejabat APIP K/L yang bertanggung jawab atas hasil revru 

RKA-K/L. 
26. Berisi NIP Pejabat APIP K/L yang bertangggungjawab atas hasil reviu RKA-K/L. 
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MENTERIKEUANGAN 
REPUBUK INDONESIA 


